
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN DAERAHKOTA PALEMBANG 

NOMOR f J TAllUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI JASA USARA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI 

DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerab dan dalam upaya meugintensifkan pel)erimaau 
pcndapatan asli daerab (PAD) dari sektor retribusi jasa usaba penyelenggaraan 
transportasi, perlu meni.Jiiau kembali Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor I 
Tahun 2008 teatang Penyelenggaran dan Retribusi Terminal, Peraturan 0aerah Kota 
Palembang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Angkutan 
Laut, Sungai dan Peayebernngan dan Peraturaa Daerah Kota Palembang Nomor 10 
Tahun 2005 tcntang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang daa 
Barang, guna disesuaikan dengan ketentuaa peraturan perundang-und.mgaa yang 
berlaku; 

b. bahwa sehubungan deogan huruf a, deagan perkembangan sek1or transpol"Ulsi yang 
semakio pesat dan guna meniagkatkan pelayanan kepada ma,;yarakat, maka perlu 
mengatur besaran retribusi penyeienggaraan transporta5i ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dai1 b, perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentaag Retribusi Jasa Usaha 
Penyelenggaraaa Traasportasi. 

Mengingat: l. Undaug-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentuk.an Daerah Ting~at II dan 
Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tcntang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara RT Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan P~rundang­
undangan (Lembaran Negara Rl Tal1un 2004 Nomor 53, Tambah8Jl l,,embaran 
Negara RI Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintallan Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, T8Dlbahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uadang-Undang Nomor 12 
Tallw1 2008 teatang Perubahan Undaag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerinlahaa Daerah (Lembaran Nagara Rl Tahuo 2008 Nomor 59, Tamhallan 
Lembaran Negara RI Nomor 4844 ); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 
126, Tan1bahan Lembaraa Negara RI Nomor 4438). 

6. Uadang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembarao Negara RI Tabun 
2004 Nomor 132, Tambahan Lembarnn Negara RI Tahun 2004 Nomor 4444 ); 

7. UndaJ1g-Undang Nomor 17 Tahun 2008 teatang Pelayaran (Lembaran Negara RI 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambal1an Lembaran Negara R1 Nomor 4849 ); 



8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentaog Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rl 
Nomor 5025); · 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingl<ungim 
Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl 
Nomor 5059); 

JO. Undang-Undang Nomor 28 Tahuo 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 
(Lcmbaran Negara RJ Tabun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran Negara RI 
Nomor 5049 ); 

I I. Peraturan Pemerintah Nomor 4 I Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527); 

12. Pcraturan Pcmcrintab Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kii:ndar.ian 
Bennotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tll!llbahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3528); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan 
(Lembaran Negara RJ Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 3529); 

14. Peratwan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan clan Pengemudi 
(Lembaran Negara R1 Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembardll No;gara Rl 
Nomor 3530); 

15. Peraturan Pemerintah Nornor 34 Tahun 2006 tcntang Jalan (Lembaran Negara RI 
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4655); 

16. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusao Pemerintah 
Antara Pemerintah, Pemerintab Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Ka.bupaten/ 
Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambalutn Lembaran Negara RI 
Nomor 4737 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2009 Nomor 151, Tambaban Lembaran NegaraRl Nomor 5070); 

18. Peraturan l:'emerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentaog Kenavigasian (Lembaran Negara 
RI Tahun 20 IO Nomor 8, T ambahan Lembaran Negara RI Nomor 5093); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pcmcrintah Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 'somor 43, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5208); 

20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tcotang Ketentraman dan 
Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), rebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembaog Nomor 13 lahun 2007 
(Lcmbaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13); 

21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan 
Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2004 Nomor 31 ); 

22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Pakmbang Tahun 2008 
Nomor6 ); 

23. Peraturao Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahtll1 2008 tentang Pembentukan, 
SUSWtan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daeral1 Kota Palembang (u:mbaran 
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9 ); 

24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14 SERI C). 

Dengan Penetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PALEMBANG 

Dan 

W ALIKOTA PALEM:BANC 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERAWRAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
l'ENYELENGGARAAN TRANSPORTASJ. 

JASA 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemcrintah Kota Palembang. 
J. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4. Dinas Perbubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang. 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, ~ik. yang 

melakukan usaha yang meliputi pcrseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) 
dengan nama dan bentuk apapun, Jinna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekuLuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaba tetap. 

7. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan alat penganglcutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin. 

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleb Pemerinlah Daerab deogan ntenganut 
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. 

9. Jalnn adalah jalan yang cliperuntukkan bagi lalu lintas umwn Tmtoar adalah bagian dari 
jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. 

10. Jar.iogao Transportasi Kota adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang 
dihubungkao oleh ruaog lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan 
transportasi kota untuk keperluan penyeleoggaraan lalu lintas dan angkutan. 

I I. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraao 
bcrmotor atau kendaraan tidak bennotor. 

12. Kapa! adalab kenda.raan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan 
tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, tennasuk kendaraao yang berdaya dukung 
dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung 
yaog tidak berpindah-pindah. 

13. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang 
berada pada. kendaraan itu. 

14. Parkir adalah keadaao tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat semetttara. 
15. Pengujian berkala kendaraan bennotor yang selanjutoya disebut uji berkala adalah 

pengujian k.endaraan bermotor yang dilal..-ukan secara berkala terhadap setiap k.endaraan 
bennotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan kbusus. 

16. Pengujian berkala kendaraao bermotor di air adalah pengujian kendaraan bermotor 
kapal di bawah 7 GT. 

17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-ru:mah baik 
dengan atau taopa kereta samping ; 

18. Mobil penumpang adalah setiap kendaraao bermotor yang dileogkapi sebanyak­
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tcmpat duduk pengemudi, baik 
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

19. Kendar= adalal1 suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari ls,endaraan 
bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 

20. Terminal adalah prasarana transportasi jalao untuk keperluan memuat dan menurunkan 
orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan 
um um, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringao ttansportasi. 

21. Pelabuhan Pengwnpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 
angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam oegeri dalam jumlah 
terbatas, merupakan pengumpao bagi pelabuhan utama dan sebagai tempal a~al tujuan 
penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan 
pclayanan dalam kota. 

22. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yaog dilengkapi lebih dari 8 (delapan) 
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa 
perlengkapan peogangkutan bagasi. 



23. MobiJ Barang adalah setiap kendaman bennotor selain dari yang termasul< dalam 
sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus. 

24. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi land/I kbusus 
dan dilengkapi dengan argometer. 

25. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bennotor selain daripada kendaraan l,>ermotor 
untuk penumpang dan kendaraan bennotor untuk barang, yang penggunaannya untuk 
keperluan khusus atau mengangkut barang-barang kbusus. 

26. Kercta Gandengan adalah suan1 alat yang dipergunakan untuk rnengangkut barang yang 
selurub bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk citarik oleh 
kendaraan berrnotor. 

27. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang 
dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya diturnpu oleh kendaraan r rmotor 
penariknya. 

28. Pengujian berkala kendantan bennotor yang selanjutnya disebut uji berlral!l adalah 
pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kt ndaraan 
beonotor, kereta gandeng;in, kereta tempelan dan kendaraan kbusus. 

29. Trayek adalah li.ntasan kcndaman umwn untuk pelayanan jasa aogkutan oran~ dengan 
mobil bus, yang mempunyai a511l dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dao jadwal 
tetap maupun tidak. berjadwaL 

30. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, 
pelabuban, serta keamanan dan keselamataonya. 

3 I . Keselamatan Pelayaran adalah scgala sesuatu yang berkaitan deogan berbagai upaya 
yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairao untuk menjamin 
kcselarnatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan. 

32. Angkutan di perairnn adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang 
dan/atau barang dengan menggunakan kapal 

33. Pelabuhan Peoyeberangan adalah Pelabuhao yang mcnurut kegiatan.nya melayani 
kegiatan Angkutan Pcnycberangan 
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34. Bacang Khusus adalah jcnis barai"\g karena sifat dan ukurannya mernerlukan 
penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, temak, ikan beku 
dan sebagainya. 

35. Retribusi jasa usaha adalah retribusi alas jasa yang disediakan Pemerinlah Dacrah 
deogao menganut. prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 
swasta. 

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah 
surat keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang. 

37. Surat Setoran Retribusi Daerab, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang tclah dilakukan dengan mcnggunakan 
fonnulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Oaerah melalui tempat 
pembayarai1 yang ditunju.k oleh Kepala Daerah_ 

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayac, yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRDLR adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah krcdit retribusi lcbih bcsar dari pada rctribusi yang tcrhutang 
atau tidak seharusnya terhutang 

39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administr'dSi berupa bllllga dan atau 
denda 

40. Masa Retribusi adalah jaogka waktu tertentu yang merupak.an batas waktll bagi wajib 
retribusi untuk mernanfaatkan jasa angkutan laul, sungai, dan penyeberangan. 

41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan unruk mencari,mengump11lkan,dan 
mengelola data atau keterangan lainuya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi bedasarkan pernturan perundangan-undangan retribusi 
daerah 

42. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenubi persyaratan keselamatan 
kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, l,cesehatan 
dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal umik berlayar 
cli perairan tertentu. 

43. Penyidikan tindak. pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh penyidik Pegav.'!li Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut 
penyidik.untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti iru membuat 
terang tindak. pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
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BABU 

.TENTS RETRTllUST 

Pasal 2 

Jenis Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi, terdiri atas : 

l. Retribusi Terminal. 
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir. 
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. 
4. Retribusi Penyeberangan di Air 

BABID 
NA.MA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 3 

Dengan nama : 
I. Retribusi Terminal dipungut aras pelayanan penyediaan tempat parkir untuk 

kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya 
dilingkungan Tenninal. 

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pclayanan penyediaan tempal Parkir 
Khusus. 

3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhanan 
termasuk fa5ilitas lainnya di lingkungan pelabuhan. 

4. RetribUi,-i Penyeberangan di Air dipungut atas pelayanan penyeberangan orang 111110 
barang dengan mcnggunakan kendaraan di air. 

Pasal 4 

(1) Objek Rerribusi Terminal aclalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan 
penumpang dan bis wnum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya diling)rungan 
terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kola. 

(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, 
dimi liki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 

(3) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabubanan, 
tennasuk fasjlitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau 
dikelola oleb Pemerintah Kota. 

( 4) Objek Retribusi Penyebetangao dj Air adalab pelayanan penyebemogan omng atau 
barang dengan meoggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Kota. 

(5) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) sampai 
dengan ayat (4) adalah terminal, pelayanan tempat khusus parkjr, pelayanan ja53 
kepelabuhanan dan pelayanan penyeberangan yang disediakan, dimiliki dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak. swasta. 

Pasal 5 

( 1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmati jasa pelayanan di Terminal. 

(2) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Sadan yang 
menggunakan/menikmati jasa pelayanan di Tempat Khusus Parkir. 

(3) Subjek Retribusi Pelaynnan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang 
meoggunakan/menikn1ati jasa Kepelabub.annn. 

( 4) Subjek Rerribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Bar° yang 
menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyeberangan di air. 



Pasal 6 

(1) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentlllln 
peraturaJ1 perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi tenninal. 

(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
kctcntuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melalukan 
pembayaran retribusi tempat khusu~ parkir. 

(3) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut ketentuan peraturan pcrundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabubanan. 

(4) Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan per,1turan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk n,elakukan 
pembayaran retribusi penyeberangan di air. 11 

BABlll 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN 

JASA YANG BERSANGKUTAN 

Pasal 7 

Cara mengukur tingkat pengguna.kan ja-;a adalah diukur berdasarkan frekwe~ i, jangka 
wa.ktu, jenis, tipe yang digunakan. 

BABIV 

GOLONGAN RETRIBUST 

Pasal8 

Jenis Retribusi Terminal, Jenis Tcmpat Khusus Parkir, Jenis Retribusi Pelayanan 
Kcpclabuhanan dan Jenis Retribusi Penyeberangan di Air adalah golongan Retribusi Jasa 
Usaha. 

l 

BABY 
KKrF.NTUAN RETRIBUSI 

Pasal 9 

JENIS RETRIBUSI BESARNYA 
TARJF 

TERJ\'.IJNAL 
l. Angkutan Umum Yang Ma.~uk 

Temtinal 
a Angkutan Kota : 

1. Otolet dan Bu.~ Kecil Rp. 500,00 
2. Bus Kota RP 1.000,00 

b Angkutan An tar Kota Dalam 
Provinsi /AKDP): 
I. Bus Kecil RP 2.000.00 
2. Bus Sedan£ Ro 3.000.00 
3. Bus Besar Ro 6.000,00 

C Angkutan Antar Kota Antar 
Provinsi ( AKAP ) : 
I. Bus Kecil Rn 5.00-0,00 
2. Bus Sedang Rp 7.500,00 
3.BusBesar Rnl0.000,00 

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir 

a. Kendaraan tak Umum 

I. Bus Sedang/Bus Besar / 
Truk Rp2.500.00 

KETERANGAN 

Satu kali masuk 
Satu kali masuk 

Satu kali masuk 
Satu kali masuk 
Satu kali masuk 

Satu kal i masuk 
Satu kali m,isuk 
Satu kali masuk 

Satu kali masuk/6 jaJn 

6 
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2. Mobil Penumpang/Bus Satu kali masuk/6 jam 

Kecil / Pick Up Rp2.000,00 
3. Seneda Motor Ro 1.000,00 Satu kali masuk/6 iam 

b. Kendaraan Umum dan tak Rpl5.000,00 Satt1 kali masuJll6 jam 
Umum Yanit Men{!inap 

3. Retrihud Pelayanan Oan 
Fasilitas Kamar J\,landi Dan 
KamarKecil 
a Mandi / Buanir air besar Rp2.000,00 Per Oran!! 
b Buan!! air kecil Rol.000.00 Per Orang 

4. Retribusi Pelayanan Ruang 
Tun"'"' Vil' Rp2.000,00 Per Oran!!/6 jam 

5. Retribusi Pemakaian Tempat 
Dalam Terminal 
a Kantor / Loket Kelas A Ro 75.000,00 Per M2 Per Tahun 
b Kantor / Loket Kelas B Ro I 00.000,00 Per M2 Per Tahun 
C Kios / Petak RP I 50.000,00 Per M2 Per Tahun 
d Rumah Makao / Cafetaria Rel 50.000,00 Per M2 Per Tahun 
e Ruang Tcrbuka Untuk 

Ke2iatan Komersial Rp 150.000,00 Per M2 Per Tahun 
6. Kendaraan Anekutao Barane ,1 

a Kendaraan Angkutan Barang 
yang Masuk Terminal 
I . Pickup, Kendaraan Koda Kp 2.000,00 Sekali masuk 

Ti!!a 
2. Truk Enl!k.el Ro 3.000,00 Sekali masuk 
3.Truk/Tangki, Box dan Rp 4.000,00 Sekali masuk 

Sejenisnva 
4.Truk Gandeng, Rp 5.000,00 Sekali masuk 

Tronton/Truk Tiga Sumbu 
Keatas, Truk Tempel, Truk 
Peli Kemas dan seienisnya 

b Kendaraan Angkutan Barang 
yang Bongkar Muat di 
Terminal 
J. Pickup, Kendaraan Roda 

Tiga Rn 5.000,00 Per T kal i Bon2kar Muat 
2.Truk Engkel Rp 10.000,00 Per I kali Boniikar Muat 
3.Truk/Tangki, Rox dan 

Seienisnva Ro 15.000,00 .Per I kali BoncTkar Muat 
4.Truk Uandeng, Tronton/ 

Truk Tiga Sumbu Keatas, Rp 25.000,00 Per 1 kali Bongkar Muat 
Truk Tempel, Truk Peti 
Kemas dan seienisnva 

C Kendaraan Angkutan Barang 
yang Men11inap di Terminal 
1. Pickup, Kendaraan Roda 

Tiga. Rn l 5.000,00 PerMalarn 
2. Truk Eo!!kel RP 25.000,00 PerMala,tn 
3. T ruk/T angki, Box dan 

Sejenisnya Ro 35.000,00 Per Malam 
4. Truk Oandeng, Tronton/ 

Truk Tiga Sumbu Keatas, Rp 50.000,00 Perf,,,1alam 
Truk Tempel, Truk Peti 
Kemas dan seienisoya 

7. Retribusi Parkir Pro1Iresif 
a. Sepeda Motor Rp. 1.000,- 2 jam per1ama selanjutnya 

perjam ditambah Rp.500,-
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b. Mobil Penumpang, Station Rp. 2.000,- 2 jam pertama selanjutnya 

Wagon, Jeep, Sedan dan Pick perjam ditambah 
Up atau seienisnva Rp.1.000,-

C. Bus Kecil, Truk Engkel dan Rp. 3.000,- 2 jam pertama selanjutnya 
sejenisnya perjam ditambah 

Rp.l.500,-
d. Bus Sedang, Dus Besar, Rp. 4.000,- 2 jam pertama selanjutnya 

Trukffangki, Box dan perjam ditambah 
Seienisnva Rp.2 .000,-

e. Truk Gandeng, Trontonffruk Rp. 5.000,- 2 jam pertama selanjutnya 
Tiga Sumbu Keatas, Truk perjam ditambah 
Tempel, Truk Peti Kemas dan Rp.2.500,-
sejenisnva. 

U. KEPELABUB ANAN 
I. Jasa Kepelabuhanan 

Penveberanean 
a Pas Masuk Pelabuh,m untuk 

pen um pang/pengantar/ 
neniemoutan 
- Dewasa RP 2.500,00 oer orang sekali masuk 
-Anak Ro l.500,00 oer oranl!: sckali masuk 

b Pas Masuk Pelabuhan uotuk 
kendaraan 
Kendaraau Oolougun I Rp 
(Senrda) 

3.500,00 per unit sekali masuk 

Kendaraan Golongan II Rp 5.100,00 pcruoit sekali masuk 
(Sepeda motor di bawah 500 
cc dan gerobak doron,:,) 
Keodaraan Golongan m 
(Sepeda molo besar ~ 500 cc 

Rp 6.000,00 per unit sekali masuk 

dan kendaraan roda 3) 
Kendaraan Golongan IV Rp 20.300,00 per unit sekali masuk 
Penumpang (mobiljeep, 
sedan, minicap, minibus, 
mikrolet, pick up, station 
wagon dengan ukuran panjang 
sampai dengan 5 m, dan 
sejenisnva) 
Kendaraan Golongan IV Rp 16.400,00 per unit sekali masuk 
Barang (mobil jeep, sedan, 
minicap, minibus, mikrolet, 
pick up, station wagon dengan 
ukuran panjaog sampai dengan 
5 m, dan se.ieniSltya) 
Kendaraan Golongan V Rp 51.500,00 per unit sekali masuk 
Penumpang (mobil bus, mobil 
barang/truck atau tangki 
ukuran panjang sampai 
dengan 7 m dan sejenisnya) 

Keo.daraan Golongan V 
Barang (mobiJ bus, mobil 
barang/truck atau tangki 
ukuran panjang sampai Rp 38.400,00 per unit sekali :nasuk 
dengan 7 m dan sejeoisoya) 

Keodaraan Golongan VI Rp 77.500,00 per unit sekali :nasuk 
Penumpang (mobil bus, mobil 
barang/tmck atau tangki 
dengan ukuran panjang lebih 
dari 7 m s/d 10 m dan 
sejenisnya, dan kereta penarik 
tanpa gandeogao) 
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Kcndaraan Golongan VI Rp 58.700,00 per unit sekali masuk 
Barang (mobil bus, mobil 
barang/truck atau tangki 
dengan ukuran panjang !ebih 
dari 7 m s/d 10 m dan 
sejenisnya, dun kereta pcnarik 
tanpa gandengan) 

Kendaraan Golongan Vil Rp 81.500,00 per unit sekali mf uk 
(mobil barang/truck 
tronton)/tangki,kereta penarik 
berikut gandengan serta 
kendaraan alal berat dengan 
ukuran panjang lcbih dari IO m 
s/d 12 m dan sejenisnya) 

Kendaraan Golongan VUT Rp 
(mobil barang(truck 

93.700,00 per unit sekali masnk 

tronton)/tangki, kendaraan alat 
berat dan kereta penari.k 
berikut gandengan dengan 
ukunm panjaog lebih dari 12 
m dan sejeaisnya) 

C Penggunaan fasilitas der-maga 
jcmbatan gecak milik 
Pemerintah Kota untuk 
penyebernngan setiap ken-
daraan: 
- Kendaraan Golon2an Il Rp 5.000,00 
- Kendarrum Golon= Ill RP 6.000,00 
- Kenda.roan Golongan IV Rp 7.700,00 

Penumpang 
- Kendaraan Golongan TV Rp J0.500,00 

Harang 
- Kendaraan Golongan V Rp 13.000,00 

Penumoano 
- Kendaraan Golongan V Rp 18.000,00 

Barang 
- Kendaraan Golongan VI Rp 17.200,00 

Penumeang 
- Keodaraan Golongan Vl Rp 30.000,00 

Barang 
- Kendaraan Golongan VII RP 108.000,00 
- Kendaraan Golorutan VUI Ro 128.500,00 

d Jasa sandar 
- Dermaga Beton, jembatan Rp 50,00 per GT per Call 

bergerak. 
- Dem1aga Ponton RP 50,00 p~r GT per Call 
- Kaoal lstirahat di dellllaga Rp40,00 ner GT ner iam 

e T arif Jangganan Pas Masuk 
Orono/ kendaraan 
- Karyawan perusahaan di Rp 6.000,00 orang per 1/ulan 

lint!lrun!!nn pelabuhan 
- Kendaraan bermotor Gol IV RP 8.000,00 unit oc; bulan 

f Tarif sewa fasilitas 
- Pemakaian listrik PLN+25% Per KWH 
- Pemakaian Air tawar PDAM+25% PerM' 

g sewa lahan uutuk reklame; 
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- Billboard: 
- ooo. Satu sisi Rp. 500.000,00 Per meter persel!i ocrbulan 
- oon. Dua sisi Rp. 250.000,00 Per meter nersegi nerbulan 
- Soanduk Rp. 50.000,00 Per meter pers.:J,.,j oerbulan 
- Umbul-umbul RP. 20.000,00 Per meter oerseci nerbulan 
- Spot C:ounter Promotion/ 
Stand Promotion 

Rp. 20.000,00 Per meter persegi perbulan 

-Neon Box Rp. 20.000,00 Per meter nerseci perbulao 
- Siim Ad/ Rambu-rambu Rp. 20.000,00 Per meter oersc~ perbulao 
- Working Promotion Rp. 20.000,00 per orang sekali masuk 

h Retribusi Pemakaian Geduog 
Pelabuhan 
-Usaha Rp 75.000,00 Permcter persegi ·-

oertahun 
-Kantor Rp. 100.000,00 Permeter ~er:segi 

oer iahun 
-Rumah Makan/Cafetaria Rp. 150.000,00 Permeter petsegi 

ner tahun 
-Ruang Tunggu penumpang 

VIP 
Rp. 150.000,00 Per sekali p;lkai 

-Gedung peoumpang untuk 
hajatan 

Rp.1.500.000,00 Per sekali pakai 

i Retribusi pclayanan dan 
fasilitas kamar mandi dan 
kamar kecil 
- mandi/ buan11 air besar Rp2.000,00 ner oran2 sekali masuk 
- buang air kecil Rp 1.000,00 per orang sekali masuk 

2. Jasa Kepelabuhanan Sungai dan 
DamlU 
a Retribusi Tambat/ Labuh 

Kanai setiao Derm,.oa 
- Tono1'ang .Besi/ gandeng Rp 15.000,00 Sekali Tambat 
- Jukung, gandeng, tongkang Rp 10.000,00 Sekali Tarnbat 

kavu 
- Ketek barang Rp 2.000,00 Sekali Tambat 
- Ketek oenumpang Ro 1.500,00 Sekali Tambat 
- SN>M boat < 85 PK Rp 5.000,00 Sekali Tambat 
- Sneed Boat 85> < 200PK Rp I 0.000,00 Sekali Tambat 
- SJl<ced Boat > 200 PK Rp 20.000.00 Sekali Tambat 
- Kaoal < 20 GT Rp 20.000,00 Sekali Tambat 
-KAnal20 >< 50GT Rp 25.000,00 SekaJj Tambat 
- Kapa! 50 > < I 00 GT Rp 30.000,00 Sekali Tambat 
- Kaoal > lOOGT Ro 75.000,00 Sekali Tambat 

b Retribusi Pemakaian ruangan 
dalam Pelabuhan Sungai 
- Usaha RP 75.000,00 Per M' Per Tahun 
- Kantor Rp I 00.000,00 Per M' Per Tahun 
- Kios/ Petak Rp I 50.000,00 Per M' PerTahun 
- Rumah Makan/ Cafetaria / 

Warunl? Rp I 50.000,00 Per M' Per 1'ahun 
C Retribusi pemakaian lahan / 

tanah oelabuhan 
- Usaha Rp. 50.000,00 Per meter pe-rsegi 

ner tahun 
- Kantor Rp. 75.000,00 Per meter persegi 

pertahun 



II 
d Sewa lahan untuk rcklarue 

- ooo. San, sisi Rp. 500.000,00 Per meter persegi per 
bulan 

- ppp. Dua sisi Rp. 250.000,00 Per meter perwgi per 
bulan 

- Spanduk Rp. 50.000,00 Per mete.r persegi per 
bulan . 

- Umbul-umbul Rp. 20.000,00 Per meter pe_rsegi per 
bulan 

- Spot Counter Promotio/ Rp. 20.000,00 Per meter pers(lgi per 
Stand Promotion bulan 

- NeonBox Rp. 20.000,00 Per meter persegi per 

- Sign Ad/Rambu-rambu Rp. 20.000,00 
bulao . 

Per meter pcrsegi per 
bulan 

- Working Promotioa Rp. 20.000,00 Per meter perse1,>i per 
bulao 

e Retribusi Bongkar Muat Rpl.000.00 Per ton per M" per hari 
Barang & Hewan di dermaua 

f Retribusi Pas masuk 
Pelabuhan untuk kendaraan 
- Kendaraan Roda 2 Rol.000,00 ""f unit sekali masuk 
- Kendaraan Roda 3 Ro2.000,00 oer unit sekali .masuk 
- K"rn.limwu Roda 4 Ro3.000,00 per unit sekali masuk 
- Kendaraan Roda >6 Ro5.000,00 ner unit sekali masuk 

3, Retribusi Sewa Perairnn 
Pelabuhan 
a - Rumab rakit untuk rumah Rpl.000,00 di kali luas lahan lerpakai 

makan oer tahlll,I 
- Rumab makan terapung Rpl.500,00 di kali luas lahan terpakai 

konstruksi kayu dan atau per taluu.1 
Boat 

- Rumab makan kontruksi Rp2.SOO,OO di kali luas lahan terpakai 
nonton oer1a~un 

- Galangaa/ Bengkel Apung/ Rp2.000,00 di kali luas lahan terpakai 
Perawatan Kanai oertahun 

- Kios Terapung Rp2.000,00 di kali luas lahaq terpakai 
ner tahuh 

- SPBB Rp2.500,00 di kali luas lahan terpakai 
oertahun 

- Keramba ikan Rp 500,00 di kali luas laban terpakai 
nertmun 

- Log pond Rp2.500,00 di kali luas lahan terpakai 
per tahu,o 

- Kolam galangan kapal Rpl.500,00 di kali luas larum terpakai 
oer tahuo 

- Gardu pompa air/pipa air Rpl.000,00 di kali luas lahai.1 terpakai 
per tahU/1 

- Rumah tempat usaba Rpl.000.00 di kali luas lahm1 terpakai 
nertahun 

b Pelabuhao kbusus/ terminal 
khusus 
- Ukurao <200 m2 Rpl.500,00 di kali luas labru1 terpakai 

per lcliun 
- Ukuran 201 m2 s/d 300 m2 Rp2.000,00 di kali luas lahao terpakai 

oer tiliun 
- Ukuran > 300m2 Rp2.500,00 di kali luas lahm, terpakai 

oeriahlln 
C Retribusi Bongkar Muat Rp t.000,00 Per ton per M" per bari 

Barang&Hewan 
di dermaga 



4. Retribusi Jasa Usaba 
Pcnycberanl!an di air 
a Sewa Kapa! Kerja ( diluar 

biava ooerasi/ BBM) 
- Kanai Si~eotar Alam Ro200.000,00 Per Jam 
- Kanai DB.02 Rn250.000,00 Per Jan, 
- Seed Boat 230 PK Rp 75.000,00 Per Jam 
• Seed Boat 85 PK Rp 75.000,00 Per Jam 

b Tarif Aogkutan Bus Air Rp 5.000,00 Per Penumpang 

BAB VI 
PRlNSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN T ARIF 

Pasal 10 

(I) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif Retribusi Jasa U saha diqasarkan 
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah kcuntungao 
yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tecsebut dilakukan secara efektif dan 
berorientasi pada harga pasar. 

(1) Tarif rctribusi dapat. ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga clan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan. tarif retrihusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota. 

BABVI 
WlLAYAHPEMUNGUTAN 

Pasal .12 

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fulilitas yang 
diberikan. 

BABVIJ 
PEMUNGUT AN RETRIBUSI 

8agfao Kcsatu 
Tata Cara Pemungutan 

Pasal 13 

(I) Pemuogutan retribusi dilarang diborongkan. 

(2) Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaran Transportasi yang terutang dipungut dengan 
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan. 

(3) Dokurnen lain yang dipersamakan sebagaimana. dimaksud pada ayat {I) dapat berupa 
karcis, kupon, dan kartu langganan. 

(4) Petugas/pcjabat di lingkungan Dinas Perhubungan yang mernbidangi pelnyanan 
retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi, ditunjuk oleh Walikota sebagai 
wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada aynt (1). 

(5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umurn 
Daernh. 

(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 
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Bagian Kedua 
Masa Retribusi dan Saat Relribusi Terutang 

Pasal 14 

Masa retribusi adalab jangka waktu selama l (satu) tabun yang merupakan bat;ls waktu 
bagi wajib retrihusi not1.1k memanfaatkanjasa dari Pemerintnh Koto. 

Pasal 15 

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen Jain yang 
dipersamakan. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pembayaran 

Pasal 16 

(I) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Umum Oaerab atau di tempat lain yang 
ditu1Jjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD at.au dokumen 
lain yang dipersaroakan. 

(2) Dalam ha! pembayarao dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaim,ma 
dimaksud pada ayat (1), maka basil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum 
Daerah selambat-lambatnya l X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam 
waktu yang ditentukan oleb Walikota. 
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(3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!), diatur oleb Walikota. 

Pasal 17 

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/Junas. 

Pasal 18 

(I) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda bukti 
pembayaran. 

(2) Setiap pembayaran dicatat dalan1 buku penerimaan. 

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran. buku dan tanda bukti pembayaran rctribusi ditetapkan 
oleb Walikota. 

Bagian Keernpat 
Penagihan Retribusi 

Pasal 19 

(1) Pcngeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat 
Jain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaau penagihan retribusi ~eluarkan 
segera setelah 7 (tujub) hari sejakjatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujub) hari setelall tanggal Surat Penagiban atau Surat 
Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi barus 
melunasi rctribusi terutang. 

(3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejnbat yang 
ditunjuk. 



Bagian Kelima 
Pemanfaatan 

Pasal20 
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( l) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutam!tkan untuk 
mendanai kegfatan yang berkaitan langsung dengan penyclcnggaraan pelayanan yaug 
bersangkutan. 

(2) Kctentuan mengenai alokasi pemanfaaian penerimaan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Bagian Keenam 
Peogurangan, Keringanan dan Pembebasan Rctribusi 

Pasal 21 

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan rctribusi. 

(2) Pcmberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. 

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi seb~aimana 
dimaksud pada ayat (I), diatur oleh Walikota. 

Bagian Ketujuh 
Kebenitan 

Passi 22 

(I) Wajib Retribusi tertcntu dapat mengajukan kebemlan hanya kepada Wa!ikota atau 
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatau sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diajukan sccara tertuli,s dalam 
bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), harus diajukan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulaJJ sejak tanggal SKRD diterbitkan, :<ecuali jika 
Wajib Retribusi tertentu dapal menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidal<: dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalab suaru 
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Waj ib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan 
penagihan Retribusi. 

Pasal 23 

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima barus memberi keputusan alas keber.ilan yang diajukan dengan 
menerbitkau Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah untuk memberikan kepastian 
hukum bagi W~jib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi l<eputusan 
oleh Walikota. 

(3) Keputusan Walikuta alas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang. 

(4) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayai (I) telah lewat den Walikota 
tidak memberi sualu keputusan, keberatan yang diajukan tersebm dianggap 
dikabuJkao. 
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Pasal24 

(I) Jika pengajuan kebcratan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihao 
pembayaran Retribusi dikernbalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) per bulan untukjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bu.Ian. 

(2) Imbalan hunga sebagaimnna dimaksud pada ayat (I), dihitung sejok bulan pcluoasan 
sampai dengan ditcrbitkannya SKRDLB. 

Bagian Kedclapan 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pasal25 

(I) Atas kelebihan pcmbayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Walilcota. 

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan, sejak ditl:rimanya 
pcrmohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana di.maksud 
pada ayat (I), harus memberikan 1::.eputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana di.maksud pada ayat (2) telnh dilampaui dan 
Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pernbayarau 
Retribusi dianggap dikabulkao dan SKPDLB atau SKRDLB hams diterbitkan dalam 
jangka wak'tll paling lama I (satu) bulan. 

{ 4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya. kelebihan pemhayaran 
Retribusi sebagai.maua dimaksud pada ayat (I) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pad11 ayat (I) 
dilakukan dalarn jangka waktu paling lama 2 (dua) buJan sejak direrbitkannya 
SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, 
Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bnlan alas 
keterlambatan pcmbayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

(7) Tata cara pengcmbalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), diatur dengan Pe.raturan Walikota. 

6agian Kesembilan 
Kedaluwarsa Penagihan 

Pasal26 

(I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecualj jika Wajib 
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Rctribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana di.maksud pada ayat (1 ), !ertangguh 
jika: 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak 

langsung. 

(3) Dalam bal diterbitkan Surat Teguxan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul' a, 
kedaluwarsa penagi11an dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

( 4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagai.mana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 
utang Retribusi dao bclum melunasinya kepada Pemerintah Kota. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidal< langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) buruf b, dapat diketahui dari pengajuan pconohonao angsur.m atau 
penundaao pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 
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Pasal27 

(1) Piutang Retribusi yang tidak rnungkin ditagih lagi kareoa bak uutuk melakukao 
penagihan sudah kedaluwarsa dapal dibapuskan. 

(2) Walikota menctapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi !llr.\g sudah 
kcdaluwarsa sebagaimana dirnaksud r~da ayat (1 ). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudab kedaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Walikota 

Bagian Kcsepuluh 
Pembukuan dan Pemcriksaan 

Pasal 28 

(I) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuban 
kewajiban Retribusi dalam nmgka melaksanakan peraturan perundang-undangan 
Rctribusi. 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. mcmperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasamya dan dokwnen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi 
yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap 
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterang~n yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih Janjul mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi d.iattn· dengan 
Peraturan W ali.kota. 

BABVTD 
SANKS! ADMINJSTRATIF 

Pasal 29 

Oalam ha! wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang memhayar, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua pcrscn) setiap bulan dari retribusi 
yang terutang atau kurang dibayar. 

BAB IX 
PENYIDIKAN 

Pasal 30 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan ti.ndak pidana 
d.ibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Uodang Hukurn 
Acara Pidana 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalab Penyidik Pegawai l-legeri Sipil 
(PPNS) tertentu di liugkungan Pemerintab Kota yang diangkat oleh Pejabal yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perumlang-undangan. 

{'.l) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab: 

a. menerima, mencari, mengwnpul.kan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterallgan atau 
laporan tersebul menjadi lebih lengkap dan jelas ; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan kcterangan mengenai orang pribadi atau 
Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungao dengiln tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan selmbungan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi D-aernb ; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerab ; 



17 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumcn lain, serta melakukan penyitaan lerhadap bahan bukti 
tersebut : 

f. meminta bantuau tenaga ahli dalam rangka pelaksanaao tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah ; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang mcninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemcriksaan sedang berlangsuug dan memeriksa identiias orang, 
benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseonmg yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ,Retribusi 
Daerah; 

1. memanggil orang untuk didengar keteranga11nya dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 

j. mcnghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan lindakan lain yang perlu untuk kelancarao penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuao peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (!) memberitahukan dimuluinya 
penyidikao dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pcnuntut Umum melalui 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dcngan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BABIX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 31 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling Jama 3 (tiga) bulan atau pidana 
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak at.au kurang 
bayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah Pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan penerimaan negara. 

BABX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 32 

Dengan diberlakukaonya Peraturan Daerah ini, maka : 

I. Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor l Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan 
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Palembang Tal1Un 2008 Nomor I) 

2. Peraturan Daerdb Kota Palembang Nomor 21 Tahwi 2002 tentang Pembinaan dan 
Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan (Lembaran Dae.rah Kota 
Palembang Tahun 2002 Nomor 30) 

3. Peraturan Daerah Kora Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 
Rctribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang (l .embaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2005 Nomor 10). 

beserta peraturan pelak.sanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

PasaJ 33 

(I) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemunguta.11 Retribusi 
Daerah. 

(2) Dinas Perhubungan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksaru:t Peraturan 
Daerah ini. 

(3) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
sepanjang mengenai pelaksaoaao.oya akan ditetapkan lebih lanjut oleh 'Walikot.a, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perund3Ilg-und3Ilgan yang l>edaku. 



Pasal 34 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. 

Oiundangkan di pafe.mbang"' 
P~d, bnggaf it).- 6 r 2011 

SEKRETARIS DAERA.M 
KOTA PALEM8ANG 

i 111.imrtn, MM •. •-:, 
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANO 

TAHUH 2011 NOMOR l t ~( { 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 10 A~s- 2011 

~ •tf'·~T PALEMBANG. 

ff EDDYSANTANAPUTRA 
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